
B U P A T I B A N Y U M A S

PERATURAN BUPAT! BANYUMAS

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

JADWAL RETENSl ARSIP KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahvva untuk mendayagunakan arsip secara efektif dan efisien

dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta

tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip dalam

rangka penyeiamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas

kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional, perlu diatur

mengenai jangka waktu simpan arsip keuangan;

b. bahwa berdasarkan pasal 4 angka (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip, setiap

Lembaga-Lembaga Negara atau Badan-Badan Pemerintahan

masing-masing wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;

c. bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK Rl)

meiaiui Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Repubiik

Indonesia Nomor : 94/S/I1-X.6/12/2010 tanggal 23 Desember

2010 perihal Pertimbangan / Persetujuan Jadwal Retensi Arsip

Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan Arsip Nasional

Republik Indonesia melalui Surat Kepala Arsip Nasional Republik

Indonesia Nomor P.JRA/23/2011 tanggal 23 Mei 2011 perihal

Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Bidang Keuangan Pemerintah

Kabupaten Banyumas, telah memberikan persetujuan Jadwai

Retensi Arsip Bidang Keuangan Pemerintah Kabupaten

Banyumas;

d. bahvva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati Banyumas tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banyumas;



Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

**-"
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerrntah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan
Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3151);

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07

Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;

6. Peraturan Kepala Arsip Nasiona! Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2009 tentang Prosedur Penetapan Jadwal Retensi Arsip

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1985 tentang
?

Pedoman Penyusunan Jadwai Retensi Arsip;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009
x~-»-~

tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 No. 3 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah

\n Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2010 tentang

Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2010 Nomor 34).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATi BANYUMAS TENTANG JADWAL RETENSI

ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

s. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan

dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan

pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

3. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya tinggi dan / atau

terus menerus,

4. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

5. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki niiai

guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang

telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional

Republik Indonesia dan / atau lembaga kearsipan.

6. Arsip keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan / fiskal

yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

pertanggungjawaban.

7. Jadwal Retensi Arsip Keuangan adalah daftar yang berisi jenis arsip keuangan

beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan

dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip keuangan.

8. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara

pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip

yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga

kearsipan.

9. Jenis arsip adalah unit-unit berkas yang tercipta, diatur dan dikelola sebagai suatu

unit karena saling berhubungan secara fungsi atau subyek, merupakan hasil dari

kegiatan yang sama.

10. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi

kepentingan pengguna arsip.



11. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi

kepentingan lembaga/instansi pencipta arsip.

12. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi

kepentingan lembaga/instansi lain dan / atau kepentingan umum di luar lembaga /

instansi pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan

pertanggungjawaban nasional.

13. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit

Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.

14. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada

Unit Pengolah.

15. Jangka Waktu Simpan Inaktif adaiah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada

Unit Kearsipan / Pusat Arsip.

16. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip dapat

dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah selesai dan tidak memiliki

nilai guna lagi.

17. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip

memiliki nilai guna sekunder, wajib diserahkan kepada Arsip Nasional Republik

Indonesia / Lembaga Kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-

masing.

18. Keterangan Dinilai Kernbali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis

arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen,

sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian lagi.

19. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam

pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip

dinamis.

20. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan

tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan

arsip di lingkungannya.

21. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan

tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana

tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip Keuangan merupakan pedoman penyusutan arsip yang berkaitan

dengan fungsi keuangan dan berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal I i SEP 2011

BUPATI BANYUMAS,

O
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